BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Regulasi Perpajakan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 28
tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana isi
dari undang-undang terscbut menjelaskan siapa dan apa yang menjadi subjek
dan objek pajak. Dan di dalam peraturan tersebut juga mengatur bagaimana tata
cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan siapa dan bagaimana
ketentuan yang harus dilakukan ketika akan mendaftarkan diri sehingga
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, setelah
Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak juga
bisa memperoleh surat pemberitahuan (SPT) yang surat tersebut berisikan
jumlah penghitungan dan pembayaran yang harus diketahui dan wajib dibayar
oleh Wajib Pajak. Peraturan dalam undang-undang tersebut juga menetapkan
bagaimana tata cara pelaksanaan penagihan terhadap Wajib Pajak yang
melampaui batas pembayaran yang telah ditentukan oleh lembaga pajak.

Pembukuan pajak, yang diperuntukkan dalam proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.
Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak yang apabila kesalahan
dalam penghitungan atau ketetapan yang dilakukan oleh lembaga pajak, dan

atas kesalahan itu Wajib Pajak diberi imbalan bunga. Wajib Pajak juga berhak
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menunjuk kuasa hukum untuk membantu Wajib Pajak yang apabila ada
ketetapan dan penetapan yang tidak sesuai dengan semestinya.

Dalam Siyasah Syar’iyah pajak (daribah), banyak ketidaksamaannya
seperti dalam peraturan pajak umum, yang mana pajak (daribah) siapa yang
menjadi subjek pajaknya tidak sama, yang sama hanya pada objeknya saja.
Mengenai bagaimana cara pendaftaran pajak dan peraturan lain seperti
penghitungan dan pembayaran pajak, juga tidak ada aturan sebagaimana dalam
peraturan pajak umum. Pajak (daribah) hanya mempunyai aturan sebagaimana
teori-teori yang dijelaskan di bab sebelumya, yang mana apabila zakat telzh
diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, dan
baitul mal dalam keadaan kosong, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan
hartanya untuk keperluan negara, seperti keperluan biaya militer meningkat,
maka diwajibkan pajak (daribah) sehingga baitul mal berisi kembali, yang dapat
mencukupi keperluan tersebut. Dengan memperhatikan beberapa syarat
diperbolehkannya pajak (daribah):

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut.

2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya
kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.

3. Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan
Allah swt, atas kaum muslim.

4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
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5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Ia bisa saja

dihapuskan apabila baitul mal telah berisi kembali.

B. Saran

Pajak (daribah) memiliki kepentingan yang tidak kalah dengan zakat,
dalam tujuan penggunaannya di Indonesia saat ini untuk membiayai berbagai
keperluan negara, yang tidak terpenuhi dari zakat. Oleh sebab itu, alangkah
baiknya jika diusulkan untuk dibuatkannya suatu program sosialisasi untuk
menjelaskan kepada kaum muslim tentang keberadaannya. Karena pajak
(dariball) memiliki kepentingan yang tidak kalah dari zakat dalam
penggunaannya di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu penulis mengusulkan dibuat
suatu program sosialisasi kolektif dari ulama dan umara untuk menjelaskan

kepada kaum muslim tentang keberadaannya.
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